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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat memgambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Para guru di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur secara 

umum menerima dan memahami aturan perkawinan yang diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam hal aturan talak 

sebagian dari mereka lebih memilih aturan talak yang diatur dalam fikih 

akan tetapi mereka tetap menerima yang diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan. Berbeda dengan santrinya yang cenderung menolak aturan 

perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mereka 

lebih memilih fikih sebagai landasan utama dalam aturan perkawinan. 

2. Para guru menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi. 

Mereka tidak hanya memahami aturan perkawinan menurut Undang-

Undang Perkawinan, tetapi juga berusaha menaatinya, terutama dalam 

hal pencatatan nikah dan legalitas perkawinan secara administratif. 

Meskipun demikian, dalam beberapa aspek yang dianggap berbeda 

dengan fikih, mereka tetap berusaha menaatinya. Disisi lain, santri 

memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah terhadap hukum negara 

dalam konteks perkawinan. Mereka lebih mengutamakan pemahaman 

fikih sebagai dasar hukum yang harus diikuti, dan menganggap aturan 

negara sebagai pelengkap atau bahkan kurang relevan jika tidak sejalan 

dengan syariat. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi para guru pesantren, diharapkan dapat terus memperkuat 

pemahaman santri mengenai pentingnya hukum negara sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia. Guru juga 
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dapat menjadi penghubung antara pemahaman keagamaan dengan 

realitas hukum nasional yang berlaku. 

2. Bagi para santri, disarankan untuk lebih membuka diri dalam 

memahami konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta menyadari 

bahwa hukum negara dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam jika 

dipahami secara komprehensif. Pemahaman ini penting agar kelak, 

ketika mereka terjun ke masyarakat, mampu bersikap bijak dan moderat 

dalam menyikapi persoalan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. 

3. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan instansi terkait, 

dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang 

Perkawinan ke lingkungan pesantren, tanpa mengesampingkan nilai-

nilai syariat Islam. Pendekatan yang dialogis dan inklusif dengan 

melibatkan ulama serta tokoh agama akan lebih efektif dalam 

menjembatani pemahaman antara hukum negara dan hukum fikih.
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